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PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  KEUANGAN DANA DESA, 
KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati) 
 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini menguji presepsi akuntabilitas pengelolaan keuangan 
dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Responden terdiri 
dari 10 perempuan dan 162 laki-laki dari latar pendidikan yang berbeda-beda. 
Semua data diolah dengan analisis regresi berganda dengan melihat uji validitas, 
realibilitas, dan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan 
desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan 
desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat 
 




The purpose of this study examines the perception of financial management 
accountability of village funds, village policy, institutional and villages on the 
welfare of the community. It is also conducted to determine whether of funds 
financial management accountability village, village policies, and village 
institutions jointly affect the welfare of the community. Responden consisted off 
10 women and 162 men from all walks of education and work different. All data 
were processed by multiple regression analysis with a look at validity, realibilitas, 
and hypothesis testing by F test and t test. The results of the study indicated that 
accountability in financial management funds village, village policies, and village 
institutions affect the welfare of the community, and accountability in financial 
management of village funds, village policies, and institutional affect together for 
the welfare society. 
 





Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah  yang berwenang untuk mengatur  dan mengurus kepentingan  
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat  istihadat setempat yang 
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di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 1). 
Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling 
berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-
kesepakatan yang telah di tentukan agar di taati dan dilaksanakan oleh setiap 
anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam  
masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat 
membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain 
(Soerjono,2006:22). 
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 
enam lembaga desa yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), 
Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembga Adat, 
Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Dalam 
menyelenggarakan pembangunan desa, Desa mendayagunakan lembaga-
lembaga seperti yang tersebut diatas. Dalam penelitian ini Badan 
Permusyawaratan Desa sangat penting untuk menjawab masalah mengenai 
kesejahteraan masyarakat desa. Karena BPD sebagai wakil dari masyarakat 
desa yang berfungsi menampung aspirasi rakyat dalam penetapan peraturan 
desa. 
Pembagian alokasi dana desa di setiap kabupaten  kurang lebih 10% di 
setiap desanya  dari perhitungan anggaran  yang masuk di kabupaten kota ,hal 
ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa 
Pasal 68 Ayat 1 Poin C. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendir i 
adalah anggaran keuangan yang  di berikan pemerintah kepada desa, yang 
mana sumbernya dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan 
Pusat dan Daerah  yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa 
merupakan dana pentig  bagi desa untuk menujang program-program 
desa,jalanya kelembagaan desa, dan lain sebagainya. Pengelolaan Keuangan 
tersebut baik dari penganggaran hingga realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh 
masyarakat atau perangkat desa itu sendiri. Kendala-kendala yang sering 
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mucul dalam pengelolaan dana tersebut adalah kurangnya pengendalian 
terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Dana Desa. 
Banyak masyarakat desa yang mengeluh atas kurang efektifnya 
pengelolaan dana desa. Dari berbagai temuan BPK daerah mengatakan bahwa 
tidak sedikit di temukan  kecurangan pemerintah desa dalam  mengelola dana 
desa yang telah di tetapkan fungsinya. Seperti korupsi yang di lakukan sedikit 
demi sedikit pada saat penyaluran dana dari atasan hingga sub bidang. 
Sehingga dana desa tidak bisa di gunakan secara maksimal dan efektif  dalam  
rencana rencana pembangunan desa dikearenakan dana desa yang sudah 
menyusut .Secara otomatis Fasilitas pengadaan barang dan kebutuhan 
masyarakat desa akan di susutkan pula kualitasnya menyeimbangkan dengan 
dana desa yang menyusut. Hal itu juga berdampak buruk pada kesejahteraan  
masyarakat desa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
akuntabilitas pengelolaan keuangan  dana desa,  kelembagaan desa, kebijakan 
desa terhadap kesejahteraan masyarakat  Desa di Kecamatan Pati Kabupaten 
Pati. 
 
2. METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk menguji Presepsi akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa, Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa, Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat. 
Adapun populasi dari penelitan ini adalah  anggota Badan 
Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang ada di dua puluh sembilan desa di 
kecamatan Pati. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota BPD seluruh 
Desa di kecamatan Pati. Sebanyak 224 orang. Akan di ambil sampel 150 
orang anggota BPD. Dalam penelitian ini populasinya adalah BPD yang 
diharapkan mengetahui seputar pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa 
dan kelembagaan desa. Dengan metode pengambilan sampel convinience 
sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan 
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kemudahan untuk mendapatkanya. Sampel diambil karena sampel tersebut ada 
pada tempat dan waktu yang tepat. 
Data yang digunakan pada penelian ini adalah data primer dan 
sekunder. Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran 
quisioner secara langsung kepada responden yaitu Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) seluruh desa di Kecamatan Pati. Data sekunder yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung yang dikumpulkan dari berbagai sumber 
antara lain buku buku serta catatan-catatan yang mendukung penelitian ini.  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan 
masyarakat. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan 
masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Variabel 
independen pada penelitian ini adalah: akuntabilitas pengelolaan keuangan 
alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. 
Uji instrument data dalam penelitian ini antara lain : uji validitas data 
dan uji reliabilitas. Adapun metode analisis data yaitu : 1) analisis statistik 
deskriptif, Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 
memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian 
yaitu kompensasi, partisipasi penyusunan  anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran, budaya organisasi dan kinerja aparatur daerah; 2) analisis regresi 
linier berganda, Analisis regresi linier berganda (multiple regression) 
dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen 
terhadap satu variabel dependen; 3) uji asumsi klasik, terdiri dari : uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; 4) uji kesesuaian 
model (uji f, uji adjusted R2); 5) uji hipotesis (uji t)   
   
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Pengumpulan Data  
Penelitian ini didesain untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa 
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Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada seluruh desa di kecamatan Pati 
Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang 
menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Data diperoleh dengan 
menyebar kuesioner secara langsung Ke masing-masing rumah anggota 
BPD seluruh Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 
Tabel 1. Penentuan Responden 
 
Keterangan Jumlah Presentase 
Jumlah Anggota BPD di Kabupaten 
Pati 
224 100% 
Anggota BPD yang tidak Bersedia 
Mengisi Kuisioner 
(40) 17.9% 
Kuisioner Yang Tidak Dapat Diolah  (34) 15,1% 
Kuesioner yang dapat diolah 150 67% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019  
 
Tabel 2. Karakteristik Usia 
 
Usia Jumlah Presentase 
40-45 tahun 2 1,3% 
46-50 tahun 26 17,3% 
51-55 tahun 52 34,7% 
>56 tahun 70 46,7% 
Jumlah 150 100% 
Sumber : Data primer yang diolah 2019 
 
Tabel 3. Karakteristik Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Laki-laki 140 93,3% 
Perempuan 10 6,7% 
Jumlah 150 100% 










Tabel 4. Karakteristik Tingkat Pendidikan 
 
Pendidikan Jumlah  Presentase  
SLTA 135 90% 
D3 4 2,7% 
S1 11 7,3% 
S2 0 0% 
S3 0 0% 
Jumlah 150 100% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
 
Tabel 5. Karaktristik Lama Bekerja 
 
Lama Bekerja Jumlah  Presentase  
1-5 Tahun 12 8% 
6-10 Tahun 25 16,7% 
11-15 Tahun 78 52% 
16-20 Tahun 30 20% 
>20 Tahun 5 3,3% 
Jumlah 150 100% 
Sumber : Data primer yang diolah 2019 
 
3.2 Hasil Penelitian  
3.2.1 Statistik Deskriptif 
Tabel 6. Statistik Deskriptif 
 
Variabel N Min Max Mean Standar 
Deviation 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Alokasi Dana 
Desa 
150 32 50 42,09 4,126 
Kebijakan Desa 150 9 15 12,44 1,607 
Kelembagaan Desa 150 6 10 8,25 1,049 
Kesejahteraan Masyarakat 150 30 50 40,75 4,650 
Valid N (listwise) 150     








3.2.2 Uji Regresi Linear Berganda 










T Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 5,309 2,296  2,312 ,022 
APKADD ,227 ,75 ,202 3,035 ,003 
KbD ,751 ,218 ,259 3,444 ,001 
KD 2,006 ,326 ,452 6,163 ,000 
R
2                                 
=    0,671            F hit      = 99,413 
Adjusted R
2               
=    0,665             F tab     =     2,66 
t tabel                    =    1,655 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
 
3.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 











Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
Tabel 9. Hasil Uji Multikoliniearitas 
 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi 


















Tabel 10. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Variabel p-value Keterangan 
APKADD 0,323 Tidak terjadi  heteroskedastisitas 
KbD  0,156 Tidak terjadi  heteroskedastisitas 
KD 0,339 Tidak terjadi  heteroskedastisitas 
Sumber: Data primer diolah penulis 2019. 
 
3.2.4 Instrumen Penelitian  
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Akuntabilita Pengelolaan Keuangan 
Alokasi Dana Desa (APKADD) 
 
No Item rhitung rtabel Keterangan 
APKADD1 0,673 0,1603 Valid 
APKADD2 0,727 0,1603 Valid 
APKADD3 0,728 0,1603 Valid 
APKADD4 0,718 0,1603 Valid 
APKADD5 0,833 0,1603 Valid 
APKADD6 0,752 0,1603 Valid 
APKADD7 0,842 0,1603 Valid 
APKADD8 0,849 0,1603 Valid 
APKADD9 0,759 0,1603 Valid 
APKADD10 0,554 0,1603 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
 
Tabel 12. Hasil Uji Validitas Kebijakan Desa (KbD) 
 
No Item rhitung rtabel Keterangan 
KbD1 0,879 0,1603 Valid 
KbD2 0,879 0,1603 Valid 
KbD3 0,823 0,1603 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
 
Tabel 13. Hasil Uji Validitas Kelembagaan Desa (KD) 
 
No Item rhitung rtabel Keterangan 
KD1 0,916 0,1603 Valid 
KD2 0,893 0,1603 Valid 




Tabel 14. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat (KM) 
 
No Item rhitung rtabel Keterangan 
KM1 0,772 0,1603 Valid 
KM2 0,763 0,1603 Valid 
KM3 0,852 0,1603 Valid 
KM4 0,795 0,1603 Valid 
KM5 0,765 0,1603 Valid 
KM6 0,745 0,1603 Valid 
KM7 0,809 0,1603 Valid 
KM8 0,803 0,1603 Valid 
KM9 0,817 0,1603 Valid 
KM10 0,702 0,1603 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
 
Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Alokasi Dana Desa 
(APKADD) 
0,906 Reliabel 
Kebijakan Desa (KbD) 0,819 Reliabel 
Kelembagaan Desa (KD) 0,775 Reliabel 
Kesejahteraan Masyarakat (KM) 0,925 Reliabel 
Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 
 
3.3 Pembahasan  
3.3.1  Presepsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa 
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui hasil uji untuk variabel 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki nilai 
thitung > ttabel (3,035 > 1,655 ) dengan tingkat signifikansi < 0,05 
(0,000 < 0,05). Oleh karena itu, H1 diterima, sehingga variabel 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh pada 
Kesejahteraan Masyarakat. 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa 
sangat erat kaitanya dengan kesejahteraan masyarakat, hal ini 
dikarenakan tujuan utama dari pemerintah desa adalah 
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mempertanggungjawabkan kinerja serta laporan keuanganya pada 
masyarakat. Apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa 
terpenuhi pada suatu desa maka Rencana pembangunan dan 
rencana lain pemerintah akan terus berjalan dengan lancar, secara 
otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitupun 
sebaliknya jika akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana 
desa menurun, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. 
3.3.2 Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. 
 Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel 
Kebijakan Desa memiliki nilai thitung > ttabel (3,444 > 1,655) dengan 
tingkat signifikansi < 0,05 (0,028 < 0,05). Oleh karena itu, H2 
diterima, sehingga kebijakan desa berpengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 
Kebijakan pemerintah seluruh desa di Kecamatan Pati 
dalam hal pembangunan fasilitas umum atau sarana dan prasarana 
sudah sangat baik. Sehingga dapat menunjang kegiatan masyarakat 
sehari-hari dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
3.3.3 Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. 
 Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel 
Kelembagaan Desa memiliki nilai thitung > ttabel (6,163 > 1,655) 
dengan tingkat signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, 
H3 diterima, sehingga kelembagaan desa berpengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 
Kelembagaan desa di Kecamatan Pati sudah melakukan 
kinerjanya dengan baik,  dengan adanya kegiatan-kegiatan 
organisasi dan lembaga yang berjalan dengan baik di desa. 
Contohnya Bina peternakan, bina tani yang sudah di programkan 







Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya peneliti dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil uji untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
memiliki nilai thitung > ttabel (3,035 > 1,655 ) dengan tingkat signifikansi < 
0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, H1 diterima, sehingga variabel 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh pada 
Kesejahteraan Masyarakat. 
2. Hasil uji t untuk variabel Kebijakan Desa memiliki nilai thitung > ttabel (3,444 
> 1,655) dengan tingkat signifikansi < 0,05 (0,028 < 0,05). Oleh karena 
itu, H2 diterima, sehingga Kebijakan Desa berpengaruh terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat. 
3. Hasil uji t untuk variabel Kelembagaan Desa memiliki nilai thitung > ttabel 
(6,163 > 1,655) dengan tingkat signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh 
karena itu, H3 diterima, sehingga Kelembagaan Desa berpengaruh 
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